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BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 36 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DANIBELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

bahwa pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2011 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten
Muara Enim Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2010 tentang F'enjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

bahwa berdasarkan- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah {BOS) Tahun Anggaran 2011, prosedur pelaksanaan dan penggunaan dana BOS yang
dialokasikan untuk daerah, penyiapan dan penyaluran dana BOS bagi Sekolah Negeri dianggarkan melalui Belanja Langsung
dalam bentuk program/kegiatan pada SKPD Pendidikan, dan dana BOS bagi Sekolah Swasta dianggarkan dalam Belanja Tidak
Langsung jenis Belanja Hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, pengalokasian dana BOS yang sebelumnya diatur pada Peraturan
Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2010 pada Belanja
Langsung program/kegiatan Dinas Pendidikan perll: diubah dan: disesuaikan dengan perubahan Peraturan Bupati.



Mengingat

Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1859 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan
{Lembaran Negara Indonesia Tahun 1953 Nomor 73, Tambahan Negara Republik indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1885
Nomeor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomer 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurv 2000 Nomor 130,Tambahan
Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 3988);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepatisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3851);

Ungang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Noemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiar Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

13. Undang-Undang MNomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahar Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dani Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4503),

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4574);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomar 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4577

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan: Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kéuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Polilik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim: (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004
Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerahi Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8),

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomaor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22},

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Crganisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2008 Nomor 25}, '

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 fentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 12);



42. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 20);

44, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2010'Nomor 1);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 4 );

46. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 8 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturah Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1, angka 2, huruf a, 4) Belanja Hibah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
4) Belanja Hibah Rp  12.980.890.000,-

2. Ketentuan pada Pasal 1, huruf a, pada Jumlah Belanja Tidak Langsung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
Jumiah Belanja Tidak Langsung Rp 546.431.741.272,-



3. Ketentuan pada Pasal 1, huruf b, 2) Belanja Barang dan Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 277.389.207.969, -

4. Ketentuan pada Pasal 1, huruf b, Jumiah Belanja Langsung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
Jumiah Belanja Langsung Rp 639.044.360.590,-

5. Ketentuan pada Pasal 1, huruf b, Jumlah Belanja diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
Jumiah Belanja Rp 1.185.476.101.862,-
Pasal i

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
Kabupaten Muara Enim.

Diundangkan di Muara Enim _ |
Pada tanggal 7/ Februari- 201

. SEKRETARIS DAERAH
- KABUPATEN MUARA ENIM

~ TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 1 SEF‘E A

penetapannya dalam Berita Daerah

, MUZAKIR SAl SOHAR ‘
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Lampiran | : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
TANGGAL: 7 Fobryar - ol
KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
NO URUT URAIAN JUMLAH
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" | Dana BOS SD dan SMP Negeri & Swasta 56.943.987.000, 00|

5 {Bantuan Keuangan dan Provinsi Sumatera Selatan ' e -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH ~ 1.150.855.055.877,00
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URAIAN _ JUMLAH
- 3 g 7
|Pengeluaran Pembiayaan - e I
Pembentukan Dana Cadangan o - S

F‘enyertaan  Modal (lnveslasi} Pemerintah Daerah

|- Penyertazn Modal Kepada BUMD-PDAM Lemalang Enim

N Pemhayaran Pokck Utang

|- Pembayaran Pokok Utang paca Asian Deveinpment Bank (ADE!] o

N Pembayaran Hutang pada pzhak ketiga

] R “PEMBIAYAAN NETO
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA} T

JUMLAH PEHGELUARAN PEMBIAYAAN| Rp o

~ §3.583. 4-80 OHO l]O
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© 34.621.045.985,00 |
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